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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menguraikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkar 

Tambang Serta Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan 

Pertambangan Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara oleh perusahaan 

pertambangan menempatkan masyarakat lingkar tambang pada posisi 

yang sulit, baik dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup maupun 

kesejahteraan hidup. Masyarakat wilayah lingkar tambang ialah 

masyarakat yang bermukim di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP) yang beresiko mendapatkan dampak langsung dari kegiatan 

pertambangan baik dampak positif maupun dampak negatif. Dalam hal 

kesejahteraan hidup, masyarakat lingkar tambang beresiko  mengalami 

kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan hidup yang terbentuk saat 

tambang dan pascatambang. Sebelum dilaksanakannya kegiatan 

pertambangan mineral dan batubara oleh perusahaan pertambangan yaitu 

pada tahap eksplorasi, masyarakat lingkar tambang memiliki hak yang 

diatur dalam Pasal 10 (2) Perubahan UU Minerba masyarkat lingkar 

tambang memiliki hak untuk berpartisipasi dengan memberikan pendapat 

karena penetapan WP harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, 

dan bertanggung jawab.Pada tahapan operasi produksi, yaitu telah 

dimulainya kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP, 

berdasarkan pasal 108 UU Minerba, masyarakat lingkar tambang 

mendapatkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

yang diwajibkan kepada pemegang IUP/perusahaan pertambangan. Hak 
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masyarakat lingkar tambang lainnya pada kegiatan usaha pertambangan 

pada tahap operasi produksi ialah adanya ganti rugi oleh perusahaan 

pertambangan/pemegang IUP jika masyarakat lingkar tambang terkena 

dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Hal ini diatur dalam 

pasal 145 Perubahan UU Minerba serta didukung oleh UUPPLH Pasal 65 

ayat (5) dan pasal 66 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak 

melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup serta dalam memperjuangkan haknya atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun 

digugat secara perdata. Perlindungan hukum dalam peraturan perundang-

undangan harus secara terukur, proporsional dan acceptable serta adanya 

keterbukaan pada keadilan. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud ialah  

dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan, seberapa besar 

perlindungan dan manfaat yang diperoleh dari sumber daya alam, adanya 

prinsip kehati-hatian dari Pemerintah dan Perusahaan pertambangan dan 

adanya pertanggung jawaban ketika ada pelanggaran yang telah dilakukan. 
Perubahan UU Minerba dinilai belum melegakan masyarakat dan belum mampu 

dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya masyarakat lingkar 

tambang. Hal ini dikarenakan norma-norma regulasi dalam perubahan UU 

Minerba begitu memanjakan industri pertambangan dengan memangkas aneka 

birokrasi perizinan serta iming-iming royalty 0%. Sedangkan di lain pihak, 

kondisi lingkungan hidup dan hak masyarakat tidaklah dijamin secara berimbang 

di dalam perubahan UU Minerba, hal ini dapat dilihat dari sebelum sampai 

berakhirnya kegiatan usaha pertambangan. Dibutuhkannya Peraturan Perundang-

undangan lain seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkar tambang. 

2. Pengelolaan sumber daya alam berupa tambang batubara memiliki risiko tinggi 

terjadinya perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan. Secara 

khusus bagi masyarakat lingkar tambang, dampak negatif kegiatan usaha 

pertambangan meliputi polusi udara, polusi air dari limbah kegiatan usaha 

pertambangan, serta rusaknya sarana dan prasana masyarakat lingkar tambang 

jika jalan atau jembatan atau perumahan menjadi jalur operasi kegiatan usaha 

pertambangan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengurangi 

dampak dari kegiatan usaha pertambangan terhadap lingkungan dapat dilihat dari  
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2 (dua) sisi yaitu: pencegahan dan penanggulangan.Pencegahan (preventif) ialah 

upaya yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran. Sedangkan yang bersifat menanggulangi (represif) 

merupakan upaya  akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 

suatu pelanggaran.Perubahan UU Minerba sudah mengatur mengenai upaya yang 

bersifat pencegahan yaitu dengan adanya syarat-syarat dalam perizinan. Izin 

Usaha Pertambangan (IUP) merupakan portal utama menuju ada atau tidaknya 

resiko dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Adapun yang berhak 

memperoleh kuasa pertambangan ditetapkan dalam pasal 4 ayat (2) Perubahan 

UU Minerba yaitu penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh 

Pemerintah Pusat. Untuk melakukan usaha pertambangan yang dimaksud diatas, 

dibutuhkan izin dari Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat (1) 

Perubahan UU Minerba yang mengatakan bahwa usaha pertambangan 

dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perubahan 

UU Minerba juga memberikan opsi penghentian sementara kegiatan usaha 

pertambangan jika kegiatan tersebut menimbulkan keaadan kahar, keadaan yang 

menghalangi, serta kondisi dimana kegiatan tersebut sudah tidak dapat 

dilanjutkan. Adanya pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral 

dan batubara merupakan salah satu bentuk upaya preventif dari pemerintah. 

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta 

wajib memberikan hasil laporan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan 

dan disampaikan kepada publik. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan sudah tidak berlaku karena  

dihapusnya pasal 7 dan pasal 8  UU Minerba oleh Perubahan UU Minerba terkait 

dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam 

pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, dan memberikan kewenangan 

yang luas pada Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 

batubara. Hilangnya peran pemerintah daerah dalam pengurusan, pengelolaan, 

pengawasan dan kebijakan akan meniadakan penerapan good mining practices, 

fungsi otonomi daerah dan desentralisasi, serta Pemerintah Daerah tidak memliki 

kekuatan hukum tetap untuk ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan 

dampak negatif kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara seperti 

memberikan sanksi. 



 83 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis diatas mengenai perlindungan hukum terhadap 

masyarakat lingkar tambang serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

pengelolaan pertambangan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka terdapat beberapa saran, 

yaitu : 

1. Diberikannya kesempatan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

untuk memberikan pertimbangan tentang kondisi masyarakat lingkar tambang  

dan partisipasi dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan dalam 

pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan kebijakan agar kembali aktif dalam 

menjalankan pemerintahannya dari segi kemanfaatan sumber daya alam serta 

memiliki kekuatan dasar hukum yang kuat untuk membenahi pengelolaan 

pertambangan dalam mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari kegiatan 

usaha pertambangan serta untuk memberi sanksi bagi perusahaan pertambangan 

yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga sesuai dengan asas 

desentralisasi dan otonomi daerah dalam bentuk Peraturan Menteri. 

2. Digantinya frasa “merintangi atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan 

dalam Pasal 162 UU Minerba menjadi “setiap orang yang telah menerima 

kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan 

dengan sengaja merintangi” sehingga masyarakat merasa aman dalam 

memperjuangkan hak lingkungan hidupnya tanpa harus takut akan ancaman 

dipidana. 

3. Dibukanya akses terhadap partisipasi masyarakat lingkar tambang dalam 

memberikan pendapat dalam penentuan IUP oleh Pemerintah Pusat yang akan 

diberikan kepada perusahaan pertambangan sehingga masyarakat lingkar 

tambang dapat menentukan ada atau tidaknya kegiatan pertambangan di wilayah 

lingkungan hidupnya.  

4. UU Minerba 2009 dalam Pasal 96 Huruf C mewajibkan pemegang IUP atau 

IUPK melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang, namun pada 

Perubahan UU Minerba Pasal 96 Huruf C diubah menjadi mewajibkan pemegang 

IUP dan IUPK melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang, dari 

perubahan ini Perubahan UU Minerba hanya mewajibkan pemegang IUP atau 

IUPK untuk melaksanakan salah satu kegiatan, maka sebaiknya Perubahan UU 
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minerba mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan 

reklamasi dan pascatambang agar terpenuhinya fungsi lingkungan hidup seperti 

sebelum adanya kegiatan pertambangan. 
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